KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Pembatasan belanja APBD, komisi Il ingatkan dampak ke PPPK
: Sabtu, 28 Maret 2026
: Rakyat Merdeka

03

Pembatasan Belanja APBD

Komisi Il Ingatkan Dampak Ke PPPK

SENAYAN meminta Pemerintah
mengevaluasi ketentuan batas
maksimal 30 persen belanja pega-
wal dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).
Aturan Itu ada dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pe-
metintahan Daerah (UU HKPD).

Anggota Komisi [T DPR Giri
Ramanda N Kiemas menilai.
aturan tersebut berpotensi menim-
bulkan dampak serius, termasuk
ancaman pemutusan hubungan
ketja (PHI). Sebab, sebagian be-
sar Pemerintah Daerah (Pemda)
saat ini masih mengalokasikan
belanja pegawal di atas batas
maksimal yang ditetapkan dalam
undang- unriang tersebut.

Bahkan, tidak secfikit daerah yang
menghabiskan lebih dari 40 persen
APBD hanya untuk gaji aparatu.
"Kondisi ini umumnya terjadi di
daerah dengan APBD kecil serta
daerah yang mengalami peningkat-
an tenaga honorer setlap pergantian
kepala daerah.” ujar Giri dalam
keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Diketahui, Pemda diwajib-
kan membatasi belanja pega-
wal maksimal 30 persen dari
total APBD (di luar tunjangan
ournTKD) mulai 2027 [1al ini
sesual UU No. 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan
antata Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (HKPD).
Kebijakan ini bertujuan me-

ngalihkan anggaran ke belanja
produktif sepertl infrastrukur.
Menurut Glii, tekanan vang
dihadapi Pemda semakin be-
rat akibat adanya penyesuaian
transfer keuangan dari Pempus.
Hal ini mendorong daerah untuk
segera menata kembali kompo-
sisi anggaran agar sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
la khawatir. kebijakan itu dite-
tapkan secara ketaf tanpa adanya
fleksibilitas herisika terjadinya
PHK massal. Utamanya terhadap
Pegawal Pemetintah dengan Per-
janjian Kerja (PPPK) paruh wakiy,
akan sulit dihindari. Padahal ba-
nryak PPPK yang mengganiungkan
hidupnya dari pekerjaan ini. *Jika
terjadi pengurangan besar-esaran,
tentu akan berdampak sosial luas di
daerah," kata dia mengingatkan.
Giri mengungkap beberapa dae=
tah kini mulal mempertimbang-
kan berbagai langkah efisiensi
untuk menyesuaikan dengan
aturan baru tersebut. Salah satu
opsi vang sedang dibahas adalah
pengurangan jumlah PPPK paruh
wakiu. Namun, langkah tersebut
bukanlah satu-satunya solusi
Bagi daerah yang tidak terlalu
Jauh melampaui batas 30 persen,
iamenyarankan pendekatan yang
lebih moderat. Seperti penye-
stiafan besaran gaji dan jam kerja
bagi PPPK paruh wakw untuk
menghindari PHK secara massal,
“Inimemang bukan pilihan ideal,
tapi bisa menjadi jalan tengah
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Giri Ramanda

agar tidak terjadi gejolak sosfal.”
saran politikus PDIP ini;

Selain i, kata dia: muncul de-
sakan agar Pempus melakukan
evaluas! ulang terhadap kebijakan
ini. Caranya dengan melakukan
revisi Undang-Undang [T<PD atau
menerbitkan Peranuran Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Tujuamva Uk menunda penerap-
an hatas belanja pegawai agar dapat
membertkan wakiu bagi daerah dapat
beradaptas! dengan baik.

Alternatif lain yang bersifat le-
bih struktural adalah dengan me-
mindahkan kewenangan pengga-
Jian pegawai, baik PNS maupun
PPPK penuh wakiu, ke Pempus.
Melalui skema ini, beban belanja
pegawai tidak lagi sepenuhnya
ditangeung oleh APBD

Namun demikian, kata dia. pen-
dekatan tersebut juga membawa
konsekuensi, yaitu berkurangnya

kewenangan daerah dalam penge-
Inlaan kepegawaian. Utamanya
dalam penentuan jabatan, mutasi,
serta pengangkatan pegawai baris

Senada, anggota Komisi XIII
DPR Urnbu Kabunang Rudi Yanto
Hunga mendorang Pempus men-
gevaluasi ketentuan batas maksi-
mal 30 persen belanja pesawai
dalam APBD yang diatur dalam
ULTHKPD. Sebab kebijakan yang
dirancang unfuk memperkuat di-
siplinfiskabtersebut perlu disesuai-
kan agar tidak berdampak kon-
traprodukeif bagi daerah dengan
kapasitas fiskal rendah.

Dia menilai penerapan batas 30
persen Secara seragam tanpa mem-
pertimbangkan Karakteristik daerah
berisiko menekan kemampuan
Pemda dalam menjaga layanan
dasar. “Prinsip disiplin fiskal i
penting, tetapi keadilan fiskal juga
tidak kalah penting," ujar Umbu
dalam keterangannya, kemarin.

Menurutnya, daerah dengan
pendapatan asli daerah (PAD) ke-
cil tidak bisa diperlakukan sama
dengan daerah yang PAD-nya hesar.
Sepert di Nusa Tenggara Timur
(NTT) yang hingga kini masih sa-
ngat bergantung pada transfer pusat

Strukaur belanja pegawai di se-
jumlah kabupaten'kota, kata dia,
secara historis sudah melampaui
ambang 30 persen. Jika aturan
tersebut ditegakkan tanpa masa
transisi dan skema penyesuaian,
daerah berpotens! mengalami
dilema anggaran.

Konsekuensinya. Pemda hisa
kesulitan memperpanjang kon-
trak PPPK, terutama guru dan
tenaga kesehatan. Dalam jangka
pendek, kondisi ini dapat memen-
paruhi kualitas layanan pendidik-
an dan kesehatan. Dalam jangka
panjang, pembangunan sumber
daya manusia terancam stagnan.

“Kita khawatir bukan sekadar
angka dli atas kertas. tetapi dampak-
nya tethadap anak-anak yang butuh
gur, pasten yang butuh tenaga
kesehatan, dan masyarakat vang
membutuhkan layanan publik yang
memadai,” jelas politikus Golkar ini.

Sebenarnya, UU HKPD diran-
cang untuk memperkuat tata kelola
fiskal daerah, mengurangs ketergan-
tungan, lan mendorong belanja yang
lebih produkif. Namun, fa menilai
pendekatan yang terlalu seragam ber-
poterisi menciptakan ketimpangan
baru. Daetah dengan kapasitas fiskal
kuat relatif mudah menvesuaikan
komposisi belanja. Sebaliknya, dae-
tahdenganPAD tendah menghaclapi
ruang fiskal yang sempi.

Dalam siwasi tersebut, pem-
hatasan belanja pegawal tanpa
fleksibilitas dapat memaksa Pernda
mengurangi tenaga layanan dasar
alau menunda rekrutmen yang
sebenarnya sangat dibutuhkan.
Tujuan kehijakan harus tetap di-

jaga. tetapi implementasinya perlu

adaptif. " Jangan sampai niat mem-
perbaiki strukiur anggaran jusiru
melemahkan pelayanan publik.”"
Iutupnya. mTF
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